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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Layanan Informasi dan 

Dokumentasi (LLID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama 

Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan 

sistematis. 

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Papua sepanjang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

Pada Tahun Anggaran 2025, pelayanan informasi dan dokumentasi publik 

dilaksanakan di tengah dinamika kelembagaan dan keterbatasan anggaran, 

termasuk proses penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah pasca-Peraturan 

Daerah Nomor 18 Tahun 2023 serta pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Papua, sehingga Pemerintah Provinsi Papua baru memiliki Gubernur 

definitif pada Oktober 2025. Meskipun tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk 

pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada tahun ini, pelayanan permohonan 

informasi kepada masyarakat tetap dilaksanakan, dengan tercatat 71 pemohon dan 

264 permintaan informasi/dokumen sepanjang tahun berjalan. 

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 

menempatkan Pemerintah Provinsi Papua pada predikat “Menuju Informatif”, 

meningkat dari predikat sebelumnya, yaitu “Cukup Informatif”. Peningkatan ini 

menjadi salah satu tolok ukur arah perbaikan tata kelola keterbukaan informasi 

publik di Provinsi Papua. 

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Papua. 

Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini disampaikan 

terima kasih. 

 

 Jayapura, 16 April 2026 
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PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PROVINSI 

PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025 

 

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI PUBLIK PPID PROVINSI PAPUA. 

Penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Papua dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua regulasi tersebut 

mengamanatkan setiap badan publik untuk membentuk Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang 

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi. 

Secara teknis, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berpedoman pada: 

1. Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Papua; 

2. Peraturan Gubernur Papua Nomor 50 Tahun 2021 tentang Papua Satu Data. 

Kedua Peraturan Gubernur tersebut masih berlaku dan menjadi acuan 

utama pengelolaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) 

Provinsi Papua pada Tahun Anggaran 2025. 

Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) PPID Utama 

Provinsi Papua ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor 1.884.4 

tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi 

dan Dokumentasi Provinsi Papua. Keputusan tersebut hingga Tahun Anggaran 

2025 masih menjadi dasar penetapan struktur PLID, dengan susunan 

koordinator dan pelaksana yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Papua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Hukum 

Sekretariat Daerah, serta Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Provinsi Papua. 
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Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua turut dipengaruhi oleh 

terbitnya beberapa produk hukum yang mengubah lanskap kewilayahan dan 

kelembagaan, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Papua, serta Undang-Undang Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2022 

tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan 

Provinsi Papua Pegunungan. 

Sebagai akibat dari pemekaran wilayah tersebut, cakupan administratif 

Provinsi Papua saat ini terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, 

dengan rincian luas wilayah sebagai berikut: 

Tabel 1 Tabel luas wilayah Provinsi Papua 

Kabupaten/Kota Luas Wilayah (Km²) Persentase Jumlah Pulau 

Jayapura 14.081,94 17,30% 58 

Kepulauan Yapen 2.425,37 2,98% 142 

Biak Numfor 2.258,86 2,78% 126 

Sarmi 14.068,31 17,29% 15 

Keerom 9.526,32 11,71% – 

Waropen 10.781,04 13,25% 1 

Supiori 660,68 0,81% 164 

Mamberamo Raya 26.745,34 32,86% 2 

Kota Jayapura 835,44 1,03% 19 

Provinsi Papua 81.383,30 100,00% 527 

Sumber: data BPS Papua Tahun 2024 

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2025 yang 

dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Provinsi 

Papua tercatat sebanyak 1.074.000 jiwa (1,074 juta jiwa). Sementara itu, 

berdasarkan data Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Plus 
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Orang Asli Papua (SIAK Plus OAP), jumlah Orang Asli Papua (OAP) yang telah 

terdata untuk wilayah Provinsi Papua tercatat sebanyak 500.630 jiwa. 

Perubahan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua ditetapkan 

melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua, yang selanjutnya 

dijabarkan melalui serangkaian Peraturan Gubernur Papua Tahun 2024 

mengenai kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata 

kerja masing-masing Perangkat Daerah, di antaranya Peraturan Gubernur 

Papua Nomor 3 Tahun 2024 untuk Sekretariat Daerah, Peraturan Gubernur 

Papua Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2024 untuk Sekretariat DPRP dan 

Sekretariat Majelis Rakyat Papua, serta Peraturan Gubernur Papua Nomor 16 

sampai dengan Nomor 37 Tahun 2024 untuk Dinas Daerah, Badan Daerah, 

Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Rumah Sakit Daerah. 

Penataan kelembagaan yang berdampak pada penambahan dan 

penggabungan Perangkat Daerah tersebut turut memengaruhi kelengkapan 

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada sejumlah Perangkat 

Daerah. Sampai dengan disusunnya laporan ini, penyesuaian Surat Keputusan 

PPID/PLID terhadap struktur Perangkat Daerah hasil penataan Tahun 2024 

belum diterbitkan. Kondisi ini tidak terlepas dari dinamika kepemimpinan daerah, 

mengingat Provinsi Papua baru memiliki Gubernur definitif pada Oktober 2025. 

Penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah dan tata kelola administrasi 

pemerintahan pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif menjadi 

prasyarat bagi penerbitan Surat Keputusan PPID/PLID yang baru, sehingga 

proses tersebut masih berjalan berdampingan dengan penataan administrasi 

pemerintahan secara keseluruhan. 

Pada Tahun Anggaran 2025, hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 

Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi menempatkan 

Pemerintah Provinsi Papua pada predikat “Menuju Informatif”, meningkat dari 

predikat sebelumnya, yaitu “Cukup Informatif”. Peningkatan predikat tersebut 

menjadi salah satu indikator arah perbaikan tata kelola pelayanan informasi dan 

dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, di tengah proses 

penyesuaian kelembagaan yang masih berlangsung, sekaligus menjadi acuan 
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evaluasi bagi PPID Utama dan seluruh PPID Pelaksana untuk terus 

meningkatkan kualitas layanan pada tahun-tahun berikutnya. 

 

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI PUBLIK   

Pemerintah Provinsi Papua melalui Pengelola Layanan Informasi dan 

Dokumentasi (PLID) terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan 

kelembagaan, peningkatan Sumber Daya Manusia, serta penguatan sarana dan 

prasarana pendukung pelayanan informasi dan dokumentasi publik. 

Pelaksanaan pelayanan pada Tahun Anggaran 2025 tetap berpedoman pada 

struktur PLID sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Papua 

Nomor 1.884.4 tanggal 28 April 2022, dengan penyesuaian pada tingkat 

Perangkat Daerah mengikuti Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 dan 

Peraturan Gubernur Papua Tahun 2024. 

1. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik 

Ruangan Pelayanan Informasi Dokumentasi (RPID) 

Ruang Pelayanan Informasi Dokumentasi (RPID) merupakan tempat 

pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang digunakan oleh PPID 

Utama Provinsi Papua untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan 

dokumentasi yang dikuasai sesuai dengan Daftar Informasi dan 

Dokumentasi Publik (DIDP), baik melalui kanal tatap muka langsung 

maupun elektronik. RPID PPID Utama Provinsi Papua berkedudukan di 

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, dengan fasilitas 

pendukung yang secara struktural terdiri atas Ruang Desk Layanan, Ruang 

Tunggu/Ruang Tamu, Ruang Pelayanan/Ruang Kerja Koordinator 

Sekretariat PLID, dan Ruang Perpustakaan/Media Center. 

1) 1 unit meja layanan utama (kondisi baik) yang dijaga oleh 2 petugas 

PLID (1 orang melayani tamu kedinasan/surat dinas untuk diteruskan 

ke Bagian Tata Usaha, dan 1 orang petugas menerima pemohon 

serta mencatat registrasi); 

2) 1 unit personal computer yang terkoneksi internet (kondisi baik);  

3) Printer multifungsi (scanner dan fotocopy) (kondisi baik); 
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4) Formulir (permintaan informasi publik dan pernyataan keberatan atas 

permintaan informasi), leaflet/brosur alur, serta buku tamu; 

5) Ruang Media Center untuk pusat isu strategis dan kegiatan 

daring/webinar; 

6) Ruang Tamu / Transit: 1 set sofa tamu, 2 unit AC, 3 unit televisi, 

ruang press room, serta akses Wi-Fi gratis bagi pengunjung;  

7) Ruang Pelayanan dan Kerja Sekretariat PLID: Merupakan ruang kerja 

Kasi Pelayanan Publik (Eselon IV) selaku Sekretariat pendukung 

yang dilengkapi 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit laptop, 1 unit 

AC, 2 meja kerja, dan 4 kursi, serta berfungsi sebagai ruang telaah 

dokumen yang hanya boleh dibaca di tempat dan tidak boleh difoto. 

 

2. Penyediaan Akses Informasi 

Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik yang cepat, tepat, 

mudah, sederhana, dan berbiaya ringan, PLID Provinsi Papua menyediakan 

kanal permohonan informasi melalui: 

 Layanan langsung pada Ruang Layanan Informasi Lantai 1, Kantor Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua (Jln. Soa Siu, Dok 

II,Jayapura) maupun pada masing-masing PPID Pelaksana SKPD; 

 Melalui surat elektronik (e-mail) ke ppid@papua.go.id; 

 Melalui media sosial resmi Pemerintah Provinsi Papua; 

Melalui aplikasi layanan informasi berbasis daring (mobile/web 

application) PPID Provinsi Papua; dan 

 Melalui laman resmi (website) PPID Utama yang terintegrasi dengan 

laman resmi Pemerintah Provinsi Papua serta subdomain/website 

masing-masing PPID Pelaksana Perangkat Daerah. 

 

Dalam rangka standardisasi publikasi informasi publik, Pemerintah 

Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengarahkan 

seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan Portal 

Content Management System (CMS) Diskominfo. Kebijakan ini dinilai paling 

relevan untuk memenuhi kebutuhan publikasi standar OPD, termasuk 
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layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seperti profil, 

berita, serta informasi berkala dan serta-merta. 

Pemanfaatan Portal CMS tersebut bertujuan memastikan sinkronisasi 

data, konsistensi standar layanan, dan efisiensi pembaruan informasi publik 

lintas sektor. Hingga tahun 2025, dari total 41 OPD di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Papua, tercatat 30 OPD (73,17%) telah terintegrasi 

penuh dengan CMS Diskominfo, 8 OPD (19,51%) masih menggunakan 

portal di luar CMS, sedangkan 3 OPD (7,32%) sisanya belum menggunakan 

CMS maupun portal layanan informasi publik. 

 

3. Sumber Daya Manusia 

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PLID 

Provinsi Papua dilaksanakan secara ex-officio oleh pejabat dan staf pada 

Perangkat Daerah yang tergabung dalam struktur PLID sebagaimana 

ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Papua Nomor 1.884.4 Tahun 2022, 

dengan susunan sebagai berikut: 

 Ketua PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Papua; 

 Koordinator Bidang Pendukung/Sekretariat PLID, dijabat oleh Sekretaris 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua; 

 Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, dijabat oleh 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Papua, dengan wakil koordinator dari Bappeda 

Provinsi Papua; 

 Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dijabat oleh 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Papua; dan 

 Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, dijabat oleh Kepala 

Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia pada 

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, dibantu oleh pejabat 

fungsional arsiparis dari Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Provinsi Papua. 
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Tabel 2 Distribusi Frekuensi Pengelola Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir di 
PLID 

No 
Jenjang Pendidikan 

Terakhir 
Jumlah 

Pengelola 
Persentase 

(%) 

1 Strata-1 (S1) 11 Orang 50,00% 

2 Strata-2 / Magister (S2) 10 Orang 45,45% 

3 Strata-3 / Doktoral (S3) 1 Orang 4,55% 

Total Aparatur Inti PLID 22 Orang 100,00% 

 

STRUKTUR ORGANISASI PPID UTAMA PROVINSI PAPUA 
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4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, 

Pada Tahun Anggaran (TA) 2025, Pemerintah Provinsi Papua tidak 

mengalokasikan pos anggaran khusus untuk pelaksanaan pelayanan 

informasi dan dokumentasi publik pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Utama 

Provinsi Papua, sehingga pagu dan realisasi tercatat Rp 0,- (Nihil). 

Kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan efisiensi 

dan penyesuaian belanja daerah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

utama, antara lain: 

1. Penyesuaian Target Pendapatan dan Kebijakan Efisiensi: Dampak 

implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) 

serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja; 

2. Prioritas Belanja Pegawai: Alokasi belanja daerah TA 2025 lebih 

diprioritaskan untuk pemenuhan hak kepegawaian, khususnya 

penambahan alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur 

Sipil Negara (ASN); dan 

3. Dukungan Pendanaan Pilkada: Pembiayaan tahapan Pemilihan Kepala 

Daerah (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua) serentak tahun 

2025 yang menyerap porsi signifikan dari kapasitas fiskal daerah pada 

tahun berjalan. 

Kendati tidak terdapat alokasi anggaran khusus, pelaksanaan tugas 

kelembagaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik tetap berjalan 

secara optimal dan terpadu dengan memanfaatkan kapasitas operasional 

rutin kedinasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua. 

 

5. Kegiatan PLID Utama dan PLID Pelaksana SKPD Provinsi Papua Tahun 

2025. 

Kegiatan yang dilaksanakan PLID Utama Provinsi Papua dan PLID 

Pelaksana sepanjang Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik meliputi kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Pengelolaan layanan informasi publik melalui portal resmi, yang meliputi 

papua.go.id, diskominfo.papua.go.id, serta ppid.papua.go.id. 
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2. Layanan informasi melalui media sosial (Instagram, Facebook, X/Twitter, 

dan TikTok) milik Pemerintah Provinsi Papua dan Diskominfo, serta 

pengelolaan siaran podcast. 

3. Melakukan Pengumpulan dan Pengolahan data Statistik Sektoral di 

SKPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. 

4. Membuka Ruang konsultasi di Sekretariat PPID Utama bagi PPID 

Pelaksana dalam rangka kelengkapan PLID PPID SKPD ( penyusunan 

DIP, DIP Dikecualikan dan website); 

5. Mendorong dan mendampingi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Papua dalam pemanfaatan Portal CMS untuk meningkatkan efektivitas, 

konsistensi, dan aksesibilitas publikasi informasi publik. 

6. Rapat koordinasi antara PPID Pelaksanan dalam rangka pengisian 

Quesioner Ketaatan Badan Publik Undang- Undang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

7. Menghadiri Presentasi Uji Publik “ Monitorring dan Evaluasi Keterbukaan 

Informasi Publik 2023, yang dihadiri oleh Asisten 3 Sekda dan 

Pendamping Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Tahun 2025, di 

Jakarta. 

 

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Utama Provinsi 

Papua Tahun Anggaran (TA) 2025 tetap terlaksana secara optimal sesuai 

mekanisme yang berlaku, kendati—sebagaimana diuraikan pada bagian 

sebelumnya—tidak dialokasikan anggaran khusus maupun program kegiatan 

terdedikasi pada DPA tahun berkenaan. Operasional pelayanan tetap dijalankan 

melalui integrasi kanal tatap muka/persuratan fisik maupun saluran elektronik 

(online). 

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik 

Sepanjang TA 2025, PPID Utama melayani total 71 pemohon dengan 

akumulasi 264 permohonan informasi/dokumen publik. Dari keseluruhan 

permohonan tersebut, sebanyak 63 pemohon (88,73%) mengajukan 

permohonan secara langsung melalui persuratan fisik/layanan meja informasi, 

sedangkan 8 pemohon (11,27%) memanfaatkan saluran layanan daring 
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berbasis elektronik. Adapun rincian data permohonan informasi publik 

tersebut disajikan pada grafik berikut: 

 

Gambar 1 Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Saluran/Cara Permohonan pada 
PPID Utama Provinsi Papua Tahun 2025 

Dari total 63 pemohon yang mengajukan permohonan secara langsung 

atau melalui persuratan fisik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Papua, tercatat sebanyak 234 

permintaan informasi publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 198 permintaan 

telah ditindaklanjuti/dipenuhi, 15 permintaan ditolak, 4 permintaan masih 

dalam proses penyelesaian, dan 17 permintaan dinyatakan gugur. 

Sementara itu, untuk permohonan yang diajukan secara daring/elektronik 

oleh 8 pemohon, tercatat sebanyak 30 permintaan informasi publik. Rincian 

status tindak lanjutnya meliputi 25 permintaan telah dipenuhi, 2 permintaan 

ditolak, 1 permintaan masih dalam proses, serta 2 permintaan dinyatakan 

gugur. 
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Gambar 2 Perbandingan Jumlah Pemohon dan Total Permintaan Informasi Setiap 
Bulan pada PPID Utama Provinsi Papua Tahun 202 

 

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan nformasi 

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap permintaan 

informasi wajib dipenuhi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak 

diterimanya permintaan, dengan kemungkinan perpanjangan waktu paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya. 

Total akumulasi waktu efektif pelayanan permintaan informasi Tahun 

Anggaran 2025 tercatat 15.315 menit (255 jam 15 menit), dengan rata-rata 

waktu pelayanan ±58 menit per permintaan. 

Tabel 3 Waktu Efektif Pelayanan Permintaan Informasi 

Bulan Total Waktu (Menit) Rata-Rata per Permintaan 

Januari 480 60 menit 0 detik 

Februari 555 55 menit 30 detik 

Maret 1215 60 menit 0 detik 

April 300 60 menit 0 detik 

Mei 2010 59 menit 44 detik 

Juni 1770 59 menit 0 detik 
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Juli 315 52 menit 0 detik 

Agustus 615 61 menit 0 detik 

September 3300 56 menit 26 detik 

Oktober 2325 58 menit 53 detik 

November 1410 56 menit 24 detik 

Desember 1020 56 menit 10 detik 

JUMLAH 15315 ±58 menit 

 

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian 

atau Seluruhnya 

Dari 264 permintaan informasi Tahun Anggaran 2025, tercatat status 

akhir sebagai berikut: 

 

Tabel 4 Rincian Persentase Status Permintaan Informasi Publik 

Status Jumlah Persentase 

Dipenuhi 223 84,47% 

Dalam proses 5 1,89% 

Dinyatakan gugur 19 7,20% 

Ditolak 17 6,44% 

Jumlah 264 100,00% 
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Rincian alasan permintaan dinyatakan gugur (19 kasus): 

Tabel 5 Penjabaran Alasan Penolakan Permintaan Informasi 

No Alasan Jumlah 

1 
Bukan kewenangan PPID Utama dan/atau permintaan 
kurang jelas 

8 

2 Kolom permintaan dokumen dikosongkan pemohon 5 

3 
Pemohon tidak memberikan tanggapan/klarifikasi hingga 
batas waktu 

6 

 Jumlah 19 

Berdasarkan sebaran bulanan, konsentrasi kasus gugur terjadi pada 

triwulan IV, dengan 9 dari 19 kasus (Oktober 3, November 2, Desember 2) 

tercatat pada periode tersebut. 

 

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya 

Dari 264 permintaan informasi Tahun Anggaran 2025, sebanyak 17 

permintaan (6,44%) dinyatakan ditolak, dengan rincian alasan sebagai 

berikut: 

Tabel 6 Persentase Alasan Penolakan Permintaan Informasi 

No Alasan Penolakan Jumlah Persentase 

1 
Bukan kewenangan PPID Utama Pemerintah Provinsi 
Papua 

7 41,2% 

2 Informasi/dokumen tidak dikuasai atau tidak tersedia 5 29,4% 

3 Permintaan informasi kurang jelas/tidak cukup spesifik 5 29,4% 

 Jumlah 17 100,0% 

Penolakan dengan alasan “bukan kewenangan” merupakan kategori 

terbanyak, sebagian dipengaruhi oleh dinamika pembagian kewenangan 

antar badan publik pasca pemekaran daerah (Daerah Otonomi Baru) di 

wilayah Papua. 

 

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK. 

Penyelesaian sengketa informasi publik merupakan bagian dari mekanisme 

keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak 
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kepada pemohon informasi untuk mengajukan keberatan kepada atasan PPID, 

dan selanjutnya mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi 

Informasi apabila keberatan tidak diselesaikan secara memuaskan. 

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, tata kelola layanan informasi berhasil 

mengoptimalkan fungsi mediasi dan klarifikasi di meja pelayanan (desk RPID). 

Dari total 264 permintaan dokumen yang diajukan oleh 71 pemohon, tercatat 

hanya 1 (satu) permohonan keberatan yang tidak mencapai titik temu 

musyawarah administratif pada tingkat perangkat daerah pengampu, sehingga 

pemohon melanjutkan aduannya ke tahap sengketa informasi publik. 

Berdasarkan pencatatan administrasi sengketa pada Bagian Bantuan 

Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua selaku Koordinator 

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi PLID, pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 

1 (satu) kasus sengketa informasi publik yang tercatat resmi. 

 

Tabel 7 Tabel Data Faktual Register Sengketa Informasi Publik Pemerintah Provinsi 
Papua TA 2025 

No Komponen Parameter Rincian Keterangan Sengketa 

1 Tanggal Registrasi Register Tanggal 24 Agustus 2025 

2 Pihak Pemohon Perwakilan Masyarakat Warga Kampung 
Holtekamp 

3 Pihak Termohon Pemerintah Kampung Holtekamp / PPID Terkait 

4 Substansi / Pokok 
Informasi 

Permintaan salinan dokumen Rencana 
Anggaran Biaya (RAB), Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ), dan realisasi 
pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 
Anggaran 2025, atas dasar dugaan 
ketidaktransparanan tata kelola anggaran oleh 
Kepala Kampung Holtekamp 

5 Alasan Pengajuan 
Sengketa 

Pemohon menganggap haknya untuk 
memperoleh rincian dokumen anggaran 
kampung tidak dipenuhi secara terbuka pada 
tingkat tata usaha kampung 

6 Lembaga Pemroses 
Sengketa 

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 
(Jakarta) 

7 Status Akhir (per 31 Des 
2025) 

Masih Berproses (Dalam Tahap Ajudikasi Non-
Litigasi di KI Pusat) 
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Meskipun secara akumulasi kuantitatif hanya terdapat 1 kasus, sengketa ini 

memiliki bobot signifikansi yang tinggi dalam evaluasi tata kelola keterbukaan 

informasi di Provinsi Papua: 

1. Rasio Eskalasi Perkara yang Rendah (Tingkat Keberhasilan Non-Sengketa 

99,62%) 

Ditinjau dari rasio penyelesaian perkara (dispute rate), perbandingan 

antara 1 sengketa dengan total 264 volume permintaan dokumen 

menghasilkan tingkat sengketa hanya sebesar 0,38%. Apabila dihitung 

terhadap populasi pemohon unik (71 pemohon), rasio sengketanya berada 

pada angka 1,41%. 

Hal ini membuktikan bahwa 99,62% pelayanan informasi berhasil 

diselesaikan dan dimitigasi secara tuntas di meja pelayanan PPID Utama 

tanpa memicu sengketa eksternal. Tingkat kepuasan ini tercapai berkat 

pendekatan persuasif dan proaktif petugas desk RPID dalam memberikan 

pemahaman terkait ketersediaan dokumen publik. 

 

2. Analisis Salah Sasaran Kewenangan (Jurisdiction Error) 

Substansi informasi yang disengketakan berfokus pada anggaran Dana 

Desa / Alokasi Dana Desa (ADD) tingkat kampung. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 

 Pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan dana desa di Kampung 

Holtekamp (Distrik Muara Tami) secara yurisdiksi administratif merupakan 

kewenangan Pemerintah Kota Jayapura (melalui Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung / DPMK Kota Jayapura) dan Pemerintah 

Kampung Holtekamp. 

 Pemerintah Provinsi Papua tidak memegang dokumen teknis operasional 

maupun SPJ detail perputaran anggaran di tingkat kampung tersebut. 

Munculnya sengketa ini mengindikasikan adanya kekeliruan pemahaman 

masyarakat yang beranggapan bahwa Pemerintah Provinsi Papua 

merupakan badan publik atasan langsung yang menguasai seluruh dokumen 

pertanggungjawaban dana desa di wilayah kota/kabupaten. 
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3. Hambatan Kelembagaan dan Pelimpahan Perkara ke Komisi Informasi Pusat 

Penyelesaian sengketa Kampung Holtekamp mengalami kendala 

prosedural yang cukup kompleks akibat vakumnya kelembagaan Komisi 

Informasi Provinsi Papua sepanjang Tahun Anggaran 2025. Ketidakaktifan 

lembaga ini dipicu oleh dua kondisi faktual: 

 Berakhirnya masa jabatan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua 

periode sebelumnya tanpa adanya perpanjangan masa bakti atau 

penetapan komisioner baru; serta 

 Kebijakan pengetatan anggaran daerah TA 2025 yang mengakibatkan 

ditiadakannya alokasi belanja seleksi komisioner dan operasional 

kesekretariatan Komisi Informasi daerah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik, apabila Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk atau tidak dapat 

menjalankan fungsinya, maka wewenang penyelesaian sengketa dialihkan 

sepenuhnya kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Jakarta. 

 
Berdasarkan rekapitulasi pelayanan informasi publik pada Bab III, tercatat 

sebanyak 5 permintaan dokumen (1,89%) berstatus "Masih Dalam Proses" per 

akhir Tahun Anggaran 2025, yang tersebar pada beberapa bulan: 

 
Tabel 8 Sebaran Permintaan Informasi yang Masih Dalam Proses TA 2025 

No Bulan 
Penerimaan 

Jumlah 
Dokumen 

Status Prosedural 
per Akhir TA 2025 

Faktor Penyebab 
Keterlambatan 

Pemenuhan 

1 Maret 2025 1 Dokumen Koordinasi Lintas 
Unit 

Penelusuran arsip teknis 
lintas SKPD 

2 Mei 2025 1 Dokumen Klarifikasi Teknis Dokumen membutuhkan 
konfirmasi unit asal 

3 Juni 2025 1 Dokumen Proses Uji 
Konsekuensi 

Penelaahan potensi 
informasi yang 
dikecualikan 

4 September 
2025 

1 Dokumen Verifikasi Data 
DOB 

Pemilahan data aset 
pascapemekaran wilayah 

5 Oktober 2025 1 Dokumen Penelaahan Hukum Telaah regulasi bersama 
Biro Hukum Setda 

Dalam Proses 5 Dokumen Tahap Pemrosesan 
Internal PPID 

(Tingkat Permintaan: 
1,89% dari Total 
Permohonan) 

Sumber: PPID Utama Papua TA 2025 
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Keterkaitan dengan Risiko Sengketa dan Upaya Mitigasi PPID Utama: 

1. Bukan Sengketa Aktif: Kelima permintaan tersebut secara yuridis 

bukan sengketa, karena pemohon tidak mengajukan surat keberatan 

resmi, melainkan memahami bahwa dokumen yang dimohonkan 

membutuhkan waktu pencarian yang lebih mendalam seiring masa 

transisi kelembagaan dan pemisahan arsip Daerah Otonomi Baru 

(DOB). 

2. Pengendalian Potensi Sengketa Laten: Kelima berkas ini 

dikategorikan sebagai potensi sengketa laten. Guna mencegah berkas 

tersebut meningkat menjadi sengketa baru pada tahun anggaran 

berikutnya (TA 2026), PPID Utama telah mengambil langkah mitigasi: 

a. Menerbitkan surat pemberitahuan perpanjangan waktu secara resmi 

disertai alasan tertulis yang sah sesuai amanat Pasal 22 ayat (8) UU 

No. 14 Tahun 2008. 

b. Melakukan pendampingan langsung (jemput bola) kepada perangkat 

daerah pengampu dokumen agar segera menyerahkan salinan 

informasi yang diminta. 

c. Memberikan penjelasan berkala kepada pemohon mengenai progres 

penelusuran dokumen guna menjaga asas transparansi dan 

kepercayaan masyarakat. 

 
Berdasarkan hasil penelusuran buku register perkara sengketa pada Biro 

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, seluruh perkara sengketa informasi 

publik dari tahun-tahun anggaran sebelum 2025 dinyatakan telah selesai secara 

tuntas, baik melalui putusan mediasi yang disepakati para pihak maupun 

putusan ajudikasi non-litigasi yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Dengan demikian, tidak terdapat tunggakan sengketa (case backlog) dari 

tahun sebelumnya, sehingga beban sengketa informasi Pemerintah Provinsi 

Papua pada Tahun Anggaran 2025 murni hanya terdiri atas 1 (satu) perkara 

Kampung Holtekamp yang sedang berproses di Komisi Informasi Pusat. 
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Tabel 9 Matriks Evaluasi Penanganan Sengketa Informasi Pemprov Papua TA 2025 

Indikator Penilaian Nilai Capaian / 
Kondisi Faktual 

Keterangan Evaluatif 

Total Permintaan 
Dokumen 

264 Permintaan Basis total volume pelayanan 
permohonan 

Permintaan Selesai 
Non-Sengketa 

263 Permintaan 
(99,62%) 

Diselesaikan tuntas di tingkat PPID 
Utama/Pelaksana 

Permintaan Masih 
Dalam Proses 

5 Permintaan (1,89%) Terkendali secara internal; 
dimitigasi dari risiko sengketa 

Jumlah Kasus 
Sengketa Baru 

1 Kasus (0,38%) Kasus Alokasi Dana Desa 
Kampung Holtekamp 

Rasio Sengketa 
terhadap Pemohon 

1,41% 1 perkara berbanding 71 pemohon 
unik 

Faktor Materi 
Sengketa 

Kesalahan 
Kewenangan 

Terkait kewenangan teknis Pemkot 
Jayapura 

Status Komisi 
Informasi Provinsi 

Vakum / Tidak Aktif Masa jabatan komisioner habis & 
anggaran seleksi nihil 

Forum Ajudikasi 
Sengketa 

Komisi Informasi 
Pusat RI 

Dilimpahkan ke Jakarta sesuai 
Pasal 28 PerKI No. 1/2013 

Status Perkara per 31 
Des 2025 

Masih Berproses Menunggu agenda sidang 
mediasi/ajudikasi KI Pusat 

Sengketa Tertunggak 
(Tahun Lalu) 

0 Kasus (Nihil) Seluruh sengketa lampau telah 
selesai secara hukum 

 

V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN 
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PPID UTAMA 
PROVINSI PAPUA 

Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik sebagai amanat 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

yang secara teknis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua 

Nomor 32 Tahun 2021, pada pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2025 tidak 

terlepas dari berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. 

1. Kendala Internal 

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam bidang 

teknologi informasi (IT) / Pranata Komputer dan arsiparis. 



 

19  

 

b. Tidak lengkapnya persyaratan pemohon informasi sehingga permintaan 

informasi tidak bisa segera ditindaklanjuti, menyebabkan waktu tidak 

lanjut menjadi lebih lama atau melebihi ketentuan. 

c. Tidak tersedianya alokasi anggaran khusus untuk pelayanan informasi 

dan dokumentasi publik pada PLID Utama Provinsi Papua Tahun 

Anggaran 2025, sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja daerah dan 

prioritas anggaran pada belanja pegawai, sehingga PLID Utama dan PLID 

Pelaksana tidak dapat melaksanakan kegiatan terprogram sepanjang 

tahun berjalan. 

d. Belum diterbitkannya Surat Keputusan PPID/PLID yang menyesuaikan 

struktur 41 entitas Perangkat Daerah hasil penataan Tahun 2024, 

sehubungan dengan proses penyesuaian nomenklatur dan tata kelola 

administrasi pemerintahan yang masih berjalan pascapelantikan 

Gubernur definitif pada Oktober 2025 (lihat Bab I); 

e. Perlu dibentuk Tim Kerja Monev Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri 

dari PPID SKPD. 

f. Forum PPID Provinsi dan Kabupaten /Kota yang telah terbentuk belum 

maksimal dilakukan sebagai sarana komunikasi pelayanan informasi dan 

dokumentasi di Provinsi Papua ( paskah dibentuknya Daerah Otonomi 

baru) dan perubahan struktur Organisasi dan Pergantian Pejabat, 

 

2. Eksternal 

g. Tidak aktifnya Komisi Informasi Provinsi Papua pada Tahun Anggaran 

2025, sebagai akibat keterbatasan anggaran dan berakhirnya masa 

jabatan Komisioner, sehingga penyelesaian sengketa informasi publik 

yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi harus dilimpahkan 

kepada Komisi Informasi Pusat dan mengalami perpanjangan waktu 

penyelesaian. 

h. Adanya permintaan informasi yang disampaikan pemohon adalah bukan 

merupakan kewenangan termohon/Badan Publik. 

i. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan Aplikasi 

permintaan informasi secara online, sehingga masih ada yang dianggap 

spam. 



 

20  

 

j. Sosialisasi UU KIP dan bimtek, pengelolaan layanan informasi dan 

dokumentasi publik masih dianggap sebagai tugas Pemerintah sebagai 

salah satu badan publik; 

k. Sinergitas, koordinasi, sinkronisasi , serta kolaborasi antar badan Publik 

Kurang berjalan optimal dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik 

di Provinsi Papua; 

l. Belum Optimalnya forum kerjasamanya lintas PPID Tingkat Provinsi yaitu 

antara lembaga- lembaga  Vertikal dan Kementrian, TNI POLRI, BUMN 

BUMD yang berkedudukan di Provinsi Papua; 

m. Partisipasi publik untuk menggunakan “hak untuk tahu” belum merupakan 

suatu kebutuhan bagi publik, baik langsung maupun tidak langsung untuk 

kesejahteraannya. 

 

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI SECARA BERKELANJUTAN 

Berdasarkan capaian pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi 

publik serta kendala internal dan eksternal sebagaimana diuraikan pada Bab V, 

disusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut. 

1. Tetap mempedomani Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua 

Nomor 50 Tahun 2021 tentang Papua Satu Data sebagai acuan dalam 

meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pengelolaan layanan informasi dan 

dokumentasi publik; 

2. Mempercepat penerbitan Surat Keputusan PPID/PLID yang menyesuaikan 

struktur 41 entitas Perangkat Daerah hasil penataan Tahun 2024, seiring 

dengan selesainya penataan administrasi pemerintahan pascapelantikan 

Gubernur definitif; 

3. Mengupayakan alokasi anggaran khusus pelayanan informasi dan 

dokumentasi publik pada Tahun Anggaran berikutnya, agar PLID Utama dan 

PLID Pelaksana dapat kembali melaksanakan kegiatan terprogram 

(sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi PPID Pelaksana); 
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4. Berkoordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dan pemangku kepentingan 

terkait untuk mendorong percepatan pengisian keanggotaan Komisi 

Informasi Provinsi Papua, agar penyelesaian sengketa informasi publik di 

tingkat provinsi dapat kembali berjalan tanpa perlu dilimpahkan ke Komisi 

Informasi Pusat; 

5. Memperkuat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana Perangkat 

Daerah melalui pertemuan berkala sebagai wadah komunikasi, konsolidasi, 

pembinaan, dan pengawasan pengelolaan layanan informasi dan 

dokumentasi; 

6. Melakukan pemutakhiran secara berkala terhadap Daftar Informasi dan 

Dokumentasi Publik (DIDP) serta Daftar Informasi Dikecualikan pada seluruh 

PPID Pelaksana Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut atas hasil 

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang menempatkan 

Pemerintah Provinsi Papua pada predikat “Menuju Informatif” Tahun 

Anggaran 2025, menuju predikat “Informatif” pada tahun berikutnya; 

 

VII. PENUTUP 

Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik Pemerintah 

Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2025 menunjukkan capaian kinerja yang 

positif. Hal ini tercermin dari realisasi layanan kepada 71 pemohon dengan 

penyelesaian 264 permintaan informasi (tingkat pemenuhan 84,47%), serta 

naiknya predikat hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 

(Monev KIP) dari "Cukup Informatif" menjadi "Menuju Informatif". Peningkatan ini 

menjadi dasar penting bagi PPID Utama dan seluruh PPID Pelaksana Perangkat 

Daerah untuk terus memperkuat tata kelola birokrasi yang transparan, 

akuntabel, dan berorientasi melayani di Tanah Papua, kendati menghadapi 

dinamika penyesuaian kelembagaan serta keterbatasan fiskal daerah. 

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Utama 

Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi 

publik, sekaligus sebagai wujud kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen ini 

dirumuskan berdasarkan data dan fakta yang terhimpun hingga batas waktu 
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penyusunan laporan, sehingga tetap terbuka terhadap perbaikan, pemutakhiran 

data, maupun penyesuaian di kemudian hari sebagai bagian dari proses 

evaluasi berkelanjutan kinerja kelembagaan. 

Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh PPID 

Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah kabupaten/kota se-

Provinsi Papua, serta segenap pihak yang telah bersinergi dan berkontribusi 

aktif dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan kelancaran 

penyusunan laporan ini. 

 

 Jayapura, 16 April 2026 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

Pergub PPID Provinsi Papua Tahun 2021 

Surat Keputusan PPID Provinsi Papua Tahun 2022 

SOP PPID Provinsi Papua 
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